" BABV -
PENUTUP

A. Siti:pixlan - DU

. Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai

Anahsm Yundls Pcmldanaan Tcrhadap ijaman Onhnc Hegal di Indoncsm

maka dapat dlslmpulkan

1.

Oparas: Jasa ijaman Onhne 1Iegal cukup marak tex]adx dan juga

"meruglkan masyarakat. Okmrm-oknum ‘tersebut memanfaatkan

_ banyak orang orang yang harus menerima Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) untuk dapat mencan keuntungan Para masyarakat yang tidak

memiliki plhhan akhtmya mcnggunakan J asa Pm_laman Online untuk

| ,mendapatkan dana sccara mudal dan Juga cepat. Namun terdapat

| beberapa fi. ntech :Iegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa

Kcuangan yang melakukan transakm yang melanggar perundang—

' undangan yang telah bcrlaku karena banya]mya pcngguna!debmxr

' yang tidak mampu membayar Pclanggaran tersebut merupakan

pe]anggaran pidana, “seperti Pasal 368 KUHP tmdak pidana

'pcmcrasan perbuatan tidak mcnyenangkan teror . atau 1nt1m1das1,

mengmm gambar gambar porno, menyebar data nasabah yang

_ mc!anggaran UU-ITE yaitu Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 45

Ayat 3) serta Pasal 45B. i
Akxbat dari suatu nndakan pldana maka muncu! ah suatu sanksi pxdana

(pumshment) secara makna dapat dldefmlkamkan sebagal suatu

_ nestapa atau, pendentaan yang (htu:npakan kepada orang yang telah

meiakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pxdana Dilihat dari
sankm yang dlbebankan maka apabila. hanya bergantung pada satu

, peraturan itu saja OJK selaku pengawas dalam seluruh keglatan jasa

' kcuangan masih dirasa sangat kurang mgmuaskan dan belum cukup

~ membuat efek jera bagi para Pengusaha Pinjaman Online Tllegal dan
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